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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan
kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa
serta peranan seorang Notaris.! Hal tersebut dilatarbelakangi adanya
kebutuhan akan pembuktian tertulis. Disinilah peranan Notaris untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, karena Notaris memiliki fungsi untuk
membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang
kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum
bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap dokumen autentik tersebut.?

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan
hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan
kewenangan membuat akta autentik® untuk melayani masyarakat.*
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P),

! Wawan Tunggul Alam, 2004, “Memahami Profesi Hukum”, Jakarta : Dyatama
Milenia, hlm. 87.

2 Ibid., hlm. 88.

3 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

4 Habib Adjie, 2009, “Sekilas Dunia Notaris dan PPAT”, Jakarta : Bina Aksara,
hlm.106.



Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang
lainnya.

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik
merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang
menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-
Undang.® Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta
autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting
bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu
keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan
suatu kegiatan di bidang usaha.®

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta autentik dan
akta di bawah tangan. Suatu akta dikatakan autentik apabila memenuhi
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan
UUJN-P. Berdasarkan KUHPerd, pengertian akta autentik, dapat
ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerd’ yaitu akta yang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di

5 K. Wantjik Saleh, 1991, “Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)”, Jakarta : Ghalia
Indonesia, hlm. 62.

6 R. Soegando Notodisoejo, 1992, “Hukum Notariat Di Indonesia Suatu
Penjelasan”, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 8.

? Pasal 1868 KUHPerd merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga
merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai
berikut : a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang
Pejabat Umum; b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang.Lihat : G.H.S. Lumban Tobing, 1993, “Peraturan jabatan Notaris”, Jakarta :
Erlangga, hlm. 51.



hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di
mana akta itu dibuatnya. Dengan kata lain akta autentik adalah akta
yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Notaris, yang mana diberi
wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat
didalamnya oleh yang berkepentingan.®

Menurut UUJN-P, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris
berkedudukan sebagai akta autentik apabila dibuat menurut bentuk
dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN-P. Hal ini sejalan dengan
pendapat Philipus M. Hadjon®, bahwa syarat akta otentik itu tertuang di
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku),
dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.!°

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur
esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :!!

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

8 Arvan Mulyatno, 2008, “Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang
Kenotariatan”, Rajawali Press, Jakarta, 2008. 49.

% Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : M. Ali Boediarto, 2008, “Kompilasi Kaidah
Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad”, Jakarta : Swa
Justitia, hlm. 157.

10 Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya
telah termasuk semua unsur bukti : Tulisan; Saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan;
Pengakuan; dan Sumpah. Lihat : Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867
Nomor 29, Pasal 1867-1894 B.W. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 213K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas
alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan
usaha pembuktian. Lihat : M. Ali Boediarto, Ibid., hlm. 156.

11 Trawan Soerodjo, 2003, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia”,
Surabaya : Arkola, hlm. 148.



2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat Umum yang
berwenang untuk itu dan tempat di tempat dimana akta itu
dibuat.

Dinyatakan di atas bahwa akta Notaris harus dibuat dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam
Pasal 38 UUJN-P, yang pada pokoknya merumuskan bahwa setiap akta
Notaris terdiri atas : awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir
atau penutup akta.

Terkait akta di bawah tangan, ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata
menyatakan sebagai berikut :

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh

orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap

telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti
suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya,
ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerd di atas, suatu tulisan
di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu
hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang
dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang

menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang

mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu



akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871
KUHPerd untuk tulisan itu.'? Ketentuan pasal 1871 KUHPerd, berbunyi :

“Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang
sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai
penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai
hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat
dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang
tidak mempunyai hubungan Iangsung dengan pokok isi akta,
maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan
pembuktian dengan tulisan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka suatu akta akan
berkedudukan sebagai akta autentik apabila akta tersebut dibuat
sesual dengan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868
KUHPerd dan Pasal 1 angka 1 UUJN-P serta Pasal 38 UUJN-P. Sebaliknya
apabila suatu akta notaris dibuat tidak sesuai dengan dan bertentangan
serta melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN-P, maka akta
tersebut dari semula akta otentik berubah dan turun (terdegradasi)
menjadi dan berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, yang
otomatis membuatnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, yaitu bagi hakim didalam proses persidangan dan bagi para
pihak.

Suatu akta yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan
tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, adalah salah

satu istilah dari apa yang disebut sebagai kebatalan akta Notaris.

Kebatalan berikutnya adalah akta batal demi hukum (nietig), dan akta

12 [bid., hlm. 33.



dapat dibatalkan (vernietigbaar). Penerapan kedua istilah tersebut
biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian, jika tidak
memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (een bepaald
onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang (een geoorloffde oorzaak),
dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian untuk memenuhi
syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de
toetsemmimg van degenen die zich verbiden) dan kecakapan untuk
membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te
gaan).!3

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau
yang tidak berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi
ancaman wali atau pengampu. Agar ancaman semacam ini tidak terjadi,
maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan,
bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku atau mengikat para
pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi atau relatif (relatief
nietigheid).'* Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal
demi hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak,

dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak

13 Henry S. Cheeseman, 2003, “Contemporary Bussines & E-Comerce Law”, dikutip
dalam : Herlin Budiono, 2010, “Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan”, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 367.

14 Wirjono Prodjodikoro, 1999, “Azas-Azas Hukum Perjanjian”, Bandung : Bale
Bandung “Sumur Bandung”, hlm. 121.



mengikat siapa pun.!®

Istilah “kebatalan akta Notaris” di atas, oleh Habib Adjie
dipadankan sebagai “kedudukan akta Notaris”, yang mana selain akta
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan, terdapat pula
kedudukan lain yaitu akta dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan akta
dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena penerapan asas praduga sah.!®

Sebagai seorang pejabat publik, kebutuhan jasa yang diberikan
oleh Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan'’ masyarakat.
Dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris

berarti Notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula

15 Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang
mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena
jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.
Lihat : R. Subekti, 2005, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : Intermasa, hlm. 203.

16 Kelima kedudukan akta notaris sebagaimana tersebut tidak dapat dilakukan
secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta notaris diajukan
pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan
telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
atau akta notaris batal demi hukum atau akta notaris dibatalkan oleh para pihak
sendiri dengan akta notaris lagi, maka pembatalan akta notaris yang lainnya tidak
berlaku. Lihat : Habib Adjie, 2013, “Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang
Kenotariatan”, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.134.

17 Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dibutuhkan persyaratan
tertentu untuk menjadi seorang Notaris. Persyaratan tersebut tidak hanya dalam
aspek intelektual, melainkan pula keharusan memiliki integritas moral yang tinggi.
Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang berbunyi : “Dalam
menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama,
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum”. Dengan adanya persyaratan tersebut sehingga diharapkan
Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan
kepadanya.



tanggung jawab atasnya.'® Tanggung jawab Notaris dalam membuat
akta autentik merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian
hukum, ketertiban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum!® yang
berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh
Notaris. Maka dari itu, Notaris harus dapat memberikan kepastian
hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris dalam
kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat dan
mengesahkan akta autentik dalam bentuk minuta akta.2°

Dalam menjalankan tugas membuat akta otentik, tentunya Notaris
tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan baik yang disengaja atau
tidak disengaja.?! Hal ini memerlukan pertanggungjawaban hukum??
atas perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat

selaku Penghadap atau pihak ketiga. Kerugian yang dialami tersebut

18 Ridwan H.R, 2006, “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, hlm. 335.

19 Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (law
enforcement), adalah : a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, faktor
yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai
hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan
hidup. Lihat : Soerjono Soekanto, 1983, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum?”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

20 Komar Andasasmita, 1990, “Notaris II Contoh Akta Otentik dan
Penjelasannya”, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 32.

21 Habib, Adjie, 2009, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Pejabat Publik”, Bandung : Refika Aditama, hlm. 8.

22 Pertanggungjawaban hukum adalah keadaan wajib menanggung, memikul
tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan
hukum yang berlaku. Lihat : Widiyono, 2004, “Wewenang Dan Tanggung Jawab”,
Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 27.



dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan?® pidana atau gugatan
perdata yang melibatkan Notaris.

Suatu akta autentik yang telah dibuat Notaris yang kemudian
dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan
atau batal demi hukum, khususnya didapati pada kasus perdata
berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang melibatkan seorang Notaris dengan
inisial ER. Dalam kronologi perkara, Notaris membuat Akta Pengikatan
Jual Beli Nomor 13 tanggal 21 Februari 2012 antara BBK (pembeli)
dengan BZ (penjual) yang ternyata objek jual beli tersebut sebelumnya
telah dialihkan penjual kepada pembeli yang lain yaitu R, berdasarkan
Pengikatan Jual Beli Nomor : 92/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang
dibuat oleh/dihadapan Notaris Rudi Tua Panjaitan yang menyebabkan
adanya gugatan dari R kepada BZ (Tergugat I), BKK (Tergugat VI), dan
melibatkan Notaris ER sebagai tergugat (Tergugat VII).

Salah satu fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn menyatakan bahwa penggugat R
merasa dirugikan, karena akta notaris sebagai akta autentik dalam fakta
persidangan bukanlah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian materiil dan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum
dikarenakan salah satu pihak penghadap vyaitu BZ melakukan

perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain yaitu hak

23 Tuntutan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum
yang diberikan oleh pengadilan.
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R dengan unsur penipuan. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh
Notaris ER memiliki kesalahan materil sehingga berakibat hukum
terhadap akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Amar  putusan dalam  Putusan PN Medan  Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn memuat antara lain :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. No.
92/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 yang dibuat oleh Rudi
Tua Panjaitan, SH, SpN, Notaris di Medan, dinyatakan sah dan
berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 Tanggal 21
Pebruari 2012 antara Terggugat I dan Tergugat II kepada
Terggugat VI yang dibuat oleh Tergugat VII, maupun Akta-
akta dan Surat-Surat lain terhadap tanah dan bangunan a quo
dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI telah
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan
Sertifikat Hak Milik No. 3633 tanggal 24 Januari 2011 yang
dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota
Medan a.n Tergugat I (BZ) dan sekaligus dibaliknamakan ke
nama Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat secara
langsung dan seketika tanpa syarat apapun juga;

6. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan Sertifikat Hak
Milik No. 3633 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan atas
nama Tergugat I kepada Penggugat secara langsung dan
seketika tanpa syarat apapun juga;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI secara
tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per setiap harinya
setiap kali Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi
keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan
dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
(Inkracht Van Gewisjde);

8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
Tergugat VII untuk mematuhi putusan ini;

9. Menyatakan Putusan didalam perkara ini dapat dijalankan
secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada
Verzet, Banding dan atau kasasi;
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10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar
ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Atas amar putusan di atas, pada tanggal 16 Juni 2014, BZ (dahulu
Tergugat I), BBK (dahulu Tergugat VI), dan Notaris ER (dahulu Tergugat
VII), berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 76/2014,
mengajukan upaya hukum atau permohonan banding sebagai Para
Pembanding dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PN
Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Kemudian, pada tanggal 3
Maret 2015, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/PDT/2014/PT MDN, pada
pokoknya memutus dengan menguatkan Putusan PN Medan Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Putusan PN Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn,
memperlihatkan bahwa amar putusan yang bersangkut paut secara
langsung dengan Notaris selaku Tergugat VII, adalah bahwa :

1. Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya dinyatakan tidak

sah dan tidak berkekuatan hukum;

2. Kepadanya tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan
hukum;

3. Kepadanya tidak secara tanggung renteng untuk membayar

uang paksa (dwangsom); dan

4. Kepadanya dihukum untuk mematuhi putusan ini;



12

Berdasarkan uraian di atas, perlu dianalisis lebih mendalam
perihal mengapa atau atas pertimbangan hukum apa Notaris tersebut
tidak dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih
tidak ada satupun alasan dalam putusan yang menjadi pertimbangan
hakim untuk melibatkan Notaris untuk bertanggung jawab pula secara
keperdataan. Perlu dikaji pula sejauh mana suatu akta Notaris dapat
dibatalkan oleh pengadilan yang membuatnya menjadi tidak sah dan
tidak berkekuatan hukum atau menjadi batal demi hukum, terlebih pula
dalam pertimbangan hakim tidak dinyatakan pengaturan normatif
mengapa akta dikualifikasikan sebagai batal demi hukum, dan
khususnya tidak dikualifikasikan sebagai akta yang dapat dibatalkan.

Selain itu, perlu dibahas batasan normatif sejauh mana seorang
Notaris dinyatakan melakukan kelalaian atau kesengajaan melakukan
suatu pelanggaran perdata atau tindak pidana dalam kewenangannya
membuat akta autentik, serta bagaimana pertanggungjawabannya baik
secara perdata, pidana, dan administratif. Oleh karena itu,
permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam
penelitian berbentuk tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum
Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

367/Pdt/2014/PT.Mdn)”.
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Memastikan keaslian penelitian ini, peneliti telah melakukan
berbagai upaya untuk mengetahui apakah penelitian dengan topik
yang sama pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, dan hasil
penelusuran yang dilakukan terutama melalui media sosial
menunjukkan, bahwa penelitian yang sejenis belum pernah dilakukan
sebelumnya. Sebagai contoh, tesis atas nama Risma Marpaung, seorang
mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di tahun 2018 yang
berjudul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan
Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)”. Hasil penelitian
tersebut berbeda dengan penelitian peneliti karena kebatalan akta
turut pula dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian,
sedangkan penelitian peneliti kebatalan akta disebabkan hanya
kepada syarat obyektif perjanjian. Selebihnya penelitian tersebut tidak
meninjau potensi sanksi administratif bagi Notaris yang mana
sebaliknya tertuang dalam penelitian peneliti.

Pada penelitian lain, tesis karya Ronal Ravianto, mahasiswa
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung Semarang di tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab
Notaris atas Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi). Hasil

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti karena
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kebatalan akta dikarenakan Notaris secara sadar dan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penghadap
dan pihak ketiga, sedangkan sebaliknya dalam penelitian peneliti
kebatalan akta disebabkan karena tidak terpebuhinya syarat obyektif
yang berasal dari ketidakterusterangan penghadap seolah-olah obyek
pengikatan sebelumnya tidak pernah dilakukan pengikatan kepada
pihak lain, sehingga Notaris bebas dari hukuman atau tidak turut
bertanggung jawab secara keperdataan dan pidana.

Berdasarkan kedua contoh penelitian di atas, dengan demikian
dalam pemilihan topik penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa

penelitian atas topik sejenis belum pernah dilakukan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn ?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang
dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn ?
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

a.

Untuk menjelaskan dan menganalisis pembatalan akta
Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum
Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

367/Pdt/2014/PT.Mdn.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi
manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris
hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi
masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang

terlibat antara lain:
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1) Bagi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
sebagai pedoman dalam menghindari akibat hukum
pidana atau perdata akibat kelalaian dalam
ketidakcermatan dalam membuat akta autentik;

2) Bagi penegak hukum, khususnya Hakim yang mengadili
perkara yang melibatkan Notaris sebagai tersangka
atau tergugat, agar menjadi pedoman untuk
memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang
tepat bilamana Notaris tersebut benar-benar terbukti
melakukan kelalaian atau kesengajaan atas akta yang
dibuatnya; dan

3) Bagi masyarakat selaku penghadap, agar dalam
prosedur pembuatan akta autentik yang melibatkan
Notaris, memberikan data-data objek yang akan diikat
dengan akta autentik dengan benar sesuai dengan
fakta-fakta hukum objek tersebut, termasuk bersikap
transparan kepada Notaris, demi menghindari akibat
hukum baik yang disengaja atau tidak disengaja bagi

Penghadap dan Notaris.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi
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sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.?* Di dalam suatu penelitian
ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi Grand
Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory. Adapun teori-teori
yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle
range theory dan apllied theory) yang akan digunakan dalam
penelitian.?® Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori
kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai
ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan
manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat
mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan
kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan
ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung makna
bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus
diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.2®

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada

24 Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta : Ul Press,
hlm.53.

25 Munir Fuady, 2003, “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum”, Jakarta
: Kencana, him. 41.

26 Mochtar Kusumaatmadja, 2000, “Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum”, Bandung : Alumni, hlm. 3.
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kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus
diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang
atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan
melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang
dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum
itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman
hukumannya.??

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai pembatalan akta Notaris menurut Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar
pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand
theory. Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori
akibat hukum.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum,
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.?® Akibat
hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk
memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat

yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan

21pid., hlm. 5.
28 Achmad Ali, 2008, “Menguak Tabir Hukum”, Jakarta : Ghalia Indonesia,
hlm.198.
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tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan

yang sesuai dengan hukum yang berlaku.?®

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa

hukum, yang dapat berwujud : %

a.

Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap
hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21
tahun.

Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum
antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan
kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan
kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan
perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah
hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa
rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua
perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum
tersebut menjadi lenyap.

Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan
hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman
adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut
yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara

melawan hukum.

2% R. Soeroso, 2006, “Pengantar IImu Hukum”, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 294.
30 Ibid., hlm. 295.
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Teori akibat hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah
mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang
dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas
hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang
diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari
peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (kwalificeren)
beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu
bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.’! Applied theory
dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara
tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.%? Selanjutnya
menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar,
yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban

hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.33

31 Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, ‘“Rangkuman Intisari IImu
Hukum”, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

82 Khairunnisa, 2008, “Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi”,
Medan : Pasca Sarjana, hlm. 4.

33 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien”,
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Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung
jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan
melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan
tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan
perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk
melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.3*

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan
hukum, vyaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan
maupun kelalaian); dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.3®

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di
dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas
“geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan).
Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si
pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit.
Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat

dua hal yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana

Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm. 48.

3¢ Komariah, 2001, ‘“Hukum Perdata”, Edisi Revisi, Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang, hlm.12.

35 Djojodirdjo,Moegni, 1999, “Perbuatan Melawan Hukum?”, Jakarta: Pradnya
Paramita, hlm. 53.
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(dader straftrecht).3®

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menjawab
rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap
akta yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

E. Definisi Konseptual
Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep

dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang akan diteliti.3” Untuk menghindari kesalahan persepsi,
maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai
berikut :

a. Tanggung jawab, istilah ini pada dasarnya dipadankan sebagai
bertanggung jawab, sebagai suatu keadaan bahwa seseorang
apabila merugikan orang lain maka ia wajib menanggung segala
sesuatunya seperti dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.

b. Akta Notaris, merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris sebagai pejabat umum menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3¢ Roni Wiyanto, 2012, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”, Bandung : Mandar
Maju, hlm.96.

8T Soetandyo Wignjosobroto, 2002, “Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika
Masalah-Masalahnya”, Jakarta : Huma, hlm. 26.
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c. Akta batal demi hukum, adalah akta yang mana perjanjian di
dalamnya dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa
pun dikarenakan tidak dipenuhinya syarat obyektif suatu
perjanjian yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang tidak

dilarang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana
konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah
kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode
hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat
penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha
memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang
diteliti.®® Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat

memberikan jawaban secara holistik®® dan sistematis terkait dengan

38Johny Ibrahim, 2006, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, Malang :
Bayumedia, hlm. 47.

3%Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang
dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan
yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknyalihat :Husain
Heriyanto, 2003, “Paradigma Holistik : Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan
Whitehead”, Jakarta : Teraju, hlm. 45.
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permasalahan hukum yang diteliti.** Oleh karena itu, penelitian ini

merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,

menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang

dibatalkan oleh pengadilan.

2.

Pendekatan Penelitian
Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti
aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,*'untuk
memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengantanggung gugat Notaris terhadap akta yang turun
derajat. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang
lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar
atau antara regulasi dan undang-undang.*

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

OIbid.
“ITJohnny Ibrahim, 2005, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, cet III,

Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

42Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana Prenada

Media Group, hlm. 93.
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dilakukan dalam praktik hukum.*® Berkaitan dengan penelitian ini,

contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus akta Notaris yang

dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan.?* Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka
diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan
menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.*s

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat),

yaitu :

43 Johnny Ibrahim, Op. Cit., him. 304.

44 Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang
lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian,
sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat :
Abdul Kadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung : Citra Aditya
Bakti, hlm. 122.

45 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum
(primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-
hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik,
Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum
dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.
Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat
menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud
Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144.
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Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris; dan

dan peraturan-peraturan operasional lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan

untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan

primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis

oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum

dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan

sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam
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penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan
mutakhir.*6
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Teknik pngumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam
penelitian ini yaitu :
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan
hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier
untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.
Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan
data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,
literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 47
b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan
melakukan inventarisasi dan sistematisasi*® terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada relevansinya dengan tanggung
jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh

pengadilan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi

46 Bambang Sunggono, 2010, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm.144.

4T M. Nazir, 2003, “Metode Penelitian”, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

48 Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan
berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 147.
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kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum

yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap

bahan-bahan hukum tertulis.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan
hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan
tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman
dan interprestasi bahan hukum.*® Analisis kualitatif digunakan untuk
menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi
(termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik
dari segi substansi maupun relevansi substansinya, untuk
dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika
berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang
bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.’® Dalam
penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan
penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi
dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum
yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif,

kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan

49 Ibid., hlm. 127.
50 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8.
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hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai

jawaban atas permasalahan hukum.5!

51 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120.



DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, “Etika Profesi Hukum”, Bandung : Citra
Aditya Bakti.

Arvan Mulyatno, 2008, “Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang
Kenotariatan”, Jakarta : Rajawali Press.

Djojodirdjo,Moegni, 1999, “Perbuatan Melawan Hukum?”, Jakarta:
Pradnya Paramita.

E. Sumaryono, 1995, “Etika Profesi Hukum : Norma-norma Bagi Penegak
Hukum”, Yogyakarta : Kanisius.

Habib Hadjie, 2008, “Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap
UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Bandung : Refika
Aditama.

, 2009, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Pejabat Publik”, Bandung : Refika Aditama.

, 2009, “Sekilas Dunia Notaris dan PPAT”, Jakarta : Bina Aksara.
Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2019, “Memahami Pelaksanaan Tugas
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Yogyakarta : Phoenix
Publisher.

H.M. Hamdan, 2010, “Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP
dan KUHAP”, Medan : USU Press.

H.R. Daeng Naja, 2012, “Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib
Kenotariatan)”, Yogyakarta : Pustaka Justisia.

Johny Ibrahim, 2006, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”,
Malang : Bayumedia.

Khairunnisa, 2008, “Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum
Direksi”, Medan : Pasca Sarjana.

Komar Andasasmita, 1990, “Notaris II Contoh Akta Otentik dan
Penjelasannya”, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.

Komariah, 2001, “Hukum Perdata”, Edisi Revisi, Malang : Universitas

110



111

Muhammadiyah Malang.

Mariam Darus Badrulzaman, 1990, “Perjanjian Baku (Standar)
Perkembangannya di Indonesia”’, Bandung : Alumni.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, “Pengantar Ilmu Hukum, Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum?”,
Bandung : Alumni.

Munir Fuady, 2005, “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan
Kontemporer”, Bandung : PT. Citra Aditya Bandung.

M. Ali Boediarto, 2005, “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah
Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad”, Jakarta : Swa Justitia.

M. Yahya Harahap, 1992, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Bandung :
Sumur Bandung.

O.P. Simorangkir, 1998, “Etika Jabatan”, Jakarta : Aksara Persada
Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana
Prenada Media Group.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, “Hukum
Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, Bandung : CV Mandar
Maju.

Roni Wiyanto, 2012, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”, Bandung :
Mandar Maju.

Riduan Syahrani, 2008, “Rangkuman Intisari IImu Hukum”, Bandung :
Citra Aditya Bakti.

Ridwan H.R., 2006, “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta : Raja
Grafindo Persada

R. Soegando Notodisoejo, 1992, “Hukum Notariat Di Indonesia Suatu
Penjelasan”, Jakarta: CV. Rajawali.

R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
R. Subekti, 1996, “Hukum Perjanjian”, Jakarta : PT. Intermessa.

, 1997, “Hukum Pembuktian”, Jakarta : Pradnya Paramita.



112

R. Soesilo, 1991, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Bogor
Politeia.

Simon Muladi dan Dwijaya Priyatno, 2010, “Pertanggungjawaban dalam
Pidana Korporasi”, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, “Hukum : Paradigma, Metode, dan
Dinamika Masalah-Masalahnya”, Jakarta : Huma.

Wawan Tunggul Alam, 2004, “Memahami Profesi Hukum?”, Jakarta :
Dyatama Milenia.

Widiyono, 2004, “Wewenang Dan Tanggung Jawab”, Bogor : Ghalia
Indonesia.

B. Jurnal

Alda Mubarak, dkk., “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam
Pembuatan Akta Notaris yang Berstatus Tersangka”, Jurnal
Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-2425, Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Asri Diamitri Lestari, 2014, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang
Dibuat Oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di
Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Brainer Livingstone Mala, “Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris”, Jurnal Lex Administratum, Vol. V, No. 1, Januari-Februari
2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Diah Imania, dkk., “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi
Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, Jurnal
Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-2425, Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Lidya Christina W., “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang
Dibatalkan oleh Pengadilan”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1,
Januari 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Jakarta.

Selly Yashinta Theresa Laseduw, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris



113

yang Dibuat oleh Notaris yang Sedang Diusulkan untuk
Diberhentikan dengan Tidak Hormat”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2,
No. 1, Februari 2020, e-ISSN: 2621-5225, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum

C.

Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang
Memberikan Keterangan Palsu”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No.
2, 2003, ISSN : 2460-0105, Fakultas Hukum Univeritas Narotama
Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

D.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn

E.

Adi

Internet

Condro Bawono, 2012, “Kedudukan Notaris Sebagai Turut

Tergugat”, dikutip pada laman website : https://
www.hukumonline.com/ klinik/ detail/ ulasan/ 1t4f2a0626 95e26/
kedudukan-notaris-sebagai- turut-tergugat/#:~:text=Notaris

%20tersebut  %20dijadikan%20Turut%20 Tergugat,langsung
%20adalah%20Penggugat%20dan%20Tergugat., diakses pada
tanggal 29 Juni 2020.




LAMPIRAN



	TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
	Tesis
	Disusun Oleh :
	Dosen Pembimbing :
	2. Dr. Arman Lany,S.H., Sp. N., M.H.
	UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
	TIM PENGUJI
	2. Sekretaris : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
	2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
	Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI

